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ABSTRAK 

Khairatun Nisa, 200102040079, Sengketa Kasus Sanda Berlapis Di Desa Belawang 

Kecamatan Kapuas Murung. Skripsi, Dosen Pembimbing Akademik Fajrul Ilmi, 

S.pd.I., M.Sy . pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin, 2023.’ 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi sanda yang dilakukan oleh Masyarakat 

Desa Belawang yang terjadi masalah sengketa sanda berlapis. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sanda berlapis dan  bagaimana 

mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris 

yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer berupa data dari orang 

yang menyandakan tanah, kepala desa dan pihak ketiga yang menerima sanda dari 

pihak kedua. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang 

menunjung terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai peraturan perundang-

undangan dan juga hukum Islam.  

 

Hasil penelitian menujukan Faktor penyebab terjadinya sengketa transaksi sanda 

berlapis ini karena adanya I’tikad tidak baik dari penerima sanda yang menyadakan 

lagi objek sandaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah, 

meskipun objek sandaan berada dalam penguasaan penerima sanda tidak seharunya ia 

menyadakan lagi objek sandaan tersebut kepada pihak lain, pihak yang menyandakan 

tidak terima tanahnya disandakan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuannya 

melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. dan  

Proses penyelesaian sengketa yang digunakan masyakat desa Belawang adalah 

penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam bentuk mediasi namun proses 

penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan termasuk 

dalam bentuk negosiasi. Meskipun telah dicapai kesepakatan dalam penyelesaian 

sengketa ini namun salah satu pihak tidak menaati hasil kesepakatan, hingga Kembali 

terjadi perselisihan diantara keduanya. Proses penyelesaian sengketanya pun masih 

menggunakan jalur non-litgasi yakni musywarah/perundingan menyerahkan keputusan 

kepada Kepala Desa proses penyelesaian tersebut termasuk kedalam kategori arbitrase.  

 

 

 


